
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR : 8 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI CITARIK 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 
dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga dan dilindungi 
kelestarian fisik dan kelangsungan fungsinya, dengan mengamankan 
daerah sekitarnya, antara lain melalui penetapan garis sempadan sumber 
air; 

b. bahwa Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Sempadan Sumber Air menyatakan, ketentuan mengenai 
garis sempadan sumber air untuk pelaksanaan operasionalnya secara rinci 
setiap jenis dan/atau ruas sumber air, ditetapkan lebih lanjut oleh 
Gubernur Jawa Barat; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, perlu menetapkan Garis Sempadan Sungai Citarik yang terletak di 
Kabupaten Sukabumi, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3441); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 
Lindung; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang 
Pembaglan Wilayah Sungai; 
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16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang 
Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai; 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis 
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai 
dan Bekas Sungai; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang 
Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola 
Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2003 Nomor 2 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI 
CITARIK. 

Pasal 1 

Garis Sempadan Sungai Citarik sepanjang 11 Km, adalah minimal 15 (lima 
belas) meter dari sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2 

Gambar peta situasi, melintang, dan gambar batas sempadan sungai setiap 
ruasnya untuk Sungai Citarik sepanjang 11 km mulai dari Jembatan 
Haurpungur sampai dengan Muara Sungai Citarik di Sungai Citarum tercantum 
dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 3 

(1) Pengawasan atas pelaksanaan penetapan Garis Sempadan Sungai Citarik 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2, dilaksanakan oleh Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, berkoordinasi dengan 
instansi terkait. 

(2) Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 
melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Jawa 
Barat. 
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Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

Diundangkan di Bandung 
    pada tanggal 26 Januari 2010 
     SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

                    JAWA BARAT, 

 

 

                         ttd 

 

 

               LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI E  

Ditetapkan di Bandung 
nggal 26 Januari 2010 

UR JAWA BARAT, 


